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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR tli6 tAr+UN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

COROI\IA VTRUS DISEAST] 2019

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa untuk mengendalikan dan memutus penyebaran
Corona Virus Disea,se 2019, adaptasi perilaku dan kebiasaan
baru perlu dilakukan dengan didukung kesadaran dan
kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol
kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta
pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara
konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan;
bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020
tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Caroma, Tjrus
Disease 201"9 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2O2A tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokoi Kesehatan Sebagai Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di
Daerah, kepala daerah diharapkan untuk segera menyusun
dan menetapkan peraturan kepala daerah mengenai
penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan
pengendalian Corona Vints Disease 2019;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Carona Virus Dt"sease 24tr9;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

b.

C.

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang



_)

2.

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun t984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun l9B4 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 32731;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OA2 tentang Kepolisian
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA2 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aL68l;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2AA4 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA4 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa39l;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2AAT tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2AO7 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7231;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

undang-undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2Al9
tentang Peruba,han Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al1 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2ol4
Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9al;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2al4
Nomor 244, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55S7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 62361;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun l99l tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3aa7l;

13. KePutusan. .

4t.

8.

9.
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13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2A tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(covlD- 1e);

14.Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Peningkatan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Di.sease 2019;

1,5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2A15 tentang Pembentukan
Produk Flukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O

tentang Percepatan Penanganan Corona Vints Disease 2Ol9 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2O Nomor 2a9l;

lT.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2A2A tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam
Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian
Cororua Virus Disease 20l9l,

18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 33 Tahun
2A2A tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corana Vints Di.sease 2019
,CAVID-191 di Sumatera Utara {Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2O2O Nomor 34);

19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 34 Tahun
2O2A tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian
Carona Virus Disease 201.9 (COVD-191 di Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A2O Nomor

3s);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2A16

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KaroNomor 03);

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2Ol9
tentang Penanggulangan Bencana (l,embaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2O1q Nomor 03, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten KaroNomor 03);

2}.Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2O2A tentang Tata
Cara PenganggaratL, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Belanja dalam rangka Penanganarl Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo { Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2O2A Nomor 12);

Memutuskan.
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MEMUTUSKAN:

MenCtApKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA I//RUS DISEASE
2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adaiah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas
Otonomi dan T\rgas Pembantuan Dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya
Dalam Sistem dan Frinsip Negara Kesatuan Republik Indone.sia Tahun 1945
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah Otonom.

+. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Kepolisian adalah jajaran kepolisian di lingkungan Kepolisian resor Tanah

Karo
6. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disingkat TNI adalah jajaran Tentara

Nasional Indonesia di lingkungan Komando Distrik Militer 0205 Tanah Karo.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah

yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Karo.

9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Karo.

10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
ll. Corona Virus Di"sease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah

penyakit menular yang disebabkan oleh Seuere Acute Respiratory Sgndrome
Corona Vints 2019.

1,2. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di
Kabupaten Karo.

13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau
badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang
perdagangan/jasa.

14. Physical Di,stancing adalah menjaga jarak antara orang untuk membatasi
kontak Iisik dalam penyebaran Corona Vints Di"sease 2019 (Couid-19).

14.Protokol.
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15. Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka
pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak,
menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan
memakai sabun pada air mengalir.

16. Perilaku memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dengan air
mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan selanjutnya disebut
Perilaku 4M, adalah perilaku yang wajib dilakukan oleh setiap orang untuk
memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir,
menjaga jarak dan menghindari kerumunan dalam rangka melaksanakan
protokol kesehatan.

17. Gugus T\.rgas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Couid-L9)
yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID- 19 adalah Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Di.sease 2019 (Couid-l9)yang dibentuk
Pemerintah Kabupaten Karo.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. pelaksanaan;
b. monitoring dan evaluasi;
c. sanksi;
d. sosialisasi dan partisipasi; dan
e. pendanaan.

BAB IIi
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan
Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:
a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak

dan menghindari kerumunan);
b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan

pengunjung yang datang); dan

c. pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum
(menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung
datang).

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan
mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi

a) Perorangan..
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a) bagi perorangan
1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan

mulut hingga dagu, dan/atau pelindung wajah {"face shield)jika harus keluar
rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status
kesehatannya;

2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3) pembatasan interaksi {isik $thysical distancirug) minimal 1,5 m (satu setengah

meter) sampai dengan 3 (tiga) meter terhadap orang lainnya; dan
4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS).
b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat,

dan fasilitas umum:
U sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk

memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan
pengendalian Carona Virus Disease zOLg lCouid- 19);

2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan
memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand
sanitizefi;

3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang
yang akan beraktifitas di lingkungan keq'a antara lain pengukuran suhu,
rapid test dan swab test;

4) upaya pengaturan jaga jarak dan memperhatikan kapasitas ruangan
maksimal30 o/o (persen) dari kapasitas ruangan;

5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam

penularan dan tertularnya Carama Vimts Disease 2Al9 {Couid- I9); dan
7) fasiiitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi

penyebaran Corona Vints Dlsease 2019 {Couid-191.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:
a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c. tempat ibadah;
d. stasiun, terminal, dan pelabuhan;
e. transportasi umum;
f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
g. apotek dan toko obat;
h. warung makan, rumah makan, caf6 dan restoran;

i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
j. perhotelanlpenginapan lain yang sejenisnya;
k. tempat wisata;
1. rumah sakit umum, puskesmas, rumah sakit swasta/klinik, serta fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya;
m. gedung pertemuan, jambur, aula dan sejenisnya;

n.fasilitas . . .
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n. fasilitas olah raga;
o. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan

massa; dan
p. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB IV
MONITORiNG DAN EVALUASI

Pasal 6

Satual polisi pamong Praja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Peraturan Bupati ini dengan melibatkan Perangkat Daerah dan

instansi terkait lainnya serta berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer

0205/TK dan Kepolisian Resor Tanah Karo.

Dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini, satuan Polisi Pamong Prqia

bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati'

BAB V
SANKSI
Pasal 7

Bagi perorangall, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau

p"rr*rggrngjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.

Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan

pengendalian COVID-I9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a) bagi perorangan
1) teguran lisan atau teguran tertulis;
2) kerja sosial antara lain menyapu jalan sebagaimana ditentukan petugas

di lokasi; dan
3) denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)'

b) bagi pelaku usaha, pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab

tempat, dan fasilitas umum
1) teguran lisan atau teguran tertulis;
2) keqa sosial antara lain menyapu jalan sebagaimana ditentukan petugas

di lokasi;
3) denda administratif sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)'

4) penghentian sementara operasional usaha; dan

5) pencabutan izin usaha.
Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan

huruf b angka 3 d.isetorkan/transfer ke Kas Daerah'
Dalam hal denda ad.ministratif dibayar secara tunai melalui petugas, maka

pembayaran tersebut disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jarn pada

hari kerja berikutnya.
Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Bank sumut cabang

Kabanjahe dengan Rekening 250.01.02.O0250O.0 atas nama Rekening Kas

Umum Daerah KaabuPaten Karo.
(6) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf 4 tidak

menghapus kewajiban badan usahalpelaku usaha sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
t7l balam p"Lk*"raan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {21

satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kodim 02051TK, Polres

Tanah Karo dan Gugus T[rgas Daerah.
BabVI ...

{2t

(1)

(2t

(3)

(41

(s)
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BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

{1} Dinas Kesehatan meiakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara
pencegahan dan pengendalian Couid-l9 kepada masyarakat melalui media
cetak, media online dan media elektronik lainnya.

{2} Pelaksanaan sosia-trisasi sebagaimana dimaksud pada ayat t1), melibatkan
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta dari:
a. kepala desa/lurah;
b. masyarakat;
c. pemuka agama;
d. tokoh adatlbudaya;sp
e. tokoh masyarakat; dan
f. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati irri
dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
d" sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatanrrya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabarljahe
pada tanggal ll Sep'rerr etv 2o2o

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 13 Sefllwlger eozo

SEKRET UPATEN KARO,

KAM LIN PURBA

BUPATI KARO,

BERITA RAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020NOMOR q6


